
xviii 
 

ABSTRAK 

Dengan semakin berkembangnya peran korporasi sebagai aktor tindak pidana 
lingkungan hidup mendorong adanya sistem pertanggungjawaban yang mampu 
berorientasi pada pemulihan kerusakan lingkungan. Pada sistem hukum yang ada 
pengenaan denda sebagai pidana pokok dan perbaikan akibat tindak pidana bagi 
korporasi sebagai pidana tambahan belum mampu berfokus pada lingkungan 
sebagai korban dari tindak pidana lingkungan hidup. Pengenaan denda bagi 
korporasi seringkali mengancam stabilitas korporasi dan berpotensi pada kerugian 
sehingga proporsionalitas dalam pengenaan denda bagi korporasi maupun 
fungsinya bagi lingkungan hidup tidak bersifat optimal. Dengan perkembangan 
alternatif penyelesaian perkara pidana korporasi melalui Deferred Prosecution 
Agreement menjadikan cara dan metode yang dapat digunakan dalam tindak pidana 
lingkungan hidup oleh korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi 
pemulihan kerugian ekologis dan memberikan keseimbangan antara korporasi dan 
lingkungan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian untuk membahas dan 
mengkaji mengenai konstruksi hukum DPA dalam pertanggungjawaban korporasi 
terhadap pemulihan kerugian ekologis. Penelitian ini menggunakan metode 
doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang diantaranya adalah peraturan 
perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber lainnya. Berdasarkan hasil 
penelitian ditemukan dan dianalisis mengenai adanya permasalahan dalam proses 
penyelesaian perkara lingkungan hidup oleh korporasi baik dalam segi pemidanaan, 
waktu penyelesaian, hingga ketidakpastian pelaksanaan pemulihan. Selain daripada 
itu, ditemukan pula perkembangan orientasi pemidanaan korporasi yang mampu 
memberikan proporsionalitas antara keberlanjutan korporasi dan lingkungan 
sebagai korban. Kemudian, penelitian ini membangun dan menganalisis adanya 
konstruksi hukum yang ideal dalam perumusan DPA terkhusus sebagai sarana 
pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan kerugian ekologis 
akibat pidana lingkungan mulai dari konstruksi pra-pelaksanaan, pelaksanaan DPA, 
hingga pada proses pengawasan.  
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